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1. KETUA: ANWAR USMAN 

 
  Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.  
 
 
 
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk 

kita semua. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 90 dan Nomor 
100/PUU-XVIII/2020 untuk kedua nomor ini agendannya sama, yaitu 
mendengar keterangan DPR dan keterangan Presiden. Menurut catatan 
Panitera bahwa semua pihak hadir, kecuali DPR karena terkait dengan 
agenda yang sama di sana, yaitu rapat DPR mengenai beberapa hal. 
Kami menerima surat selain dari DPR juga dari Kuasa Presiden, ya, yang 
memberitahukan bahwa DPR … Presiden pun belum siap, minta waktu 
untuk berkoordinasi dalam mempersiapkan materi yang terkait dengan 
persidangan ini. Silakan, Kuasa Presiden, apa suratnya ini demikian 
adanya?  

 
2. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI   

 
 Izin, Yang Mulia.  
 

3. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya.  
 

4. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI   
 
 Kami dari pemerintah menjadwalkan penundaan sidang 

dikarenakan masih memerlukan koordinasi dengan kementerian maupun 
instansi terkait. Terima kasih, Yang Mulia. 

 
5. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Baik, jadi surat ini benar adanya. Baik. Untuk itu ya, sidang ini 

tidak mungkin kita lanjutkan pada hari ini, sehingga harus ditunda, 
penundaannya hari Selasa, 6 Juli 2021, pukul 11.00 WIB dengan agenda 
yang sama, yaitu Mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Presiden.   

 
 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB 
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6. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: RADEN 
VIOLLA REININDA HAFIDZ 

 
 Mohon izin, Yang Mulia.  
 

7. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, silakan, dari?  
 

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: RADEN 
VIOLLA REININDA HAFIDZ 

 
 Kami dari Pemohon Nomor 100, Yang Mulia.  
 

9. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya.   
 

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: RADEN 
VIOLLA REININDA HAFIDZ 

 
 Berkaitan … karena Permohonan kami ini berkaitan dengan 

pengujian formil, Yang Mulia, dan di putusan Mahkamah yang terakhir 
ditetapkan bahwa penyelesaian pengujian formil itu selama 60 hari. Nah, 
bagaimana penghitungannya kemudian dampaknya terhadap 
pengunduran agenda sidang ini, Yang Mulia? Terima kasih.  

 
11. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Ya, baik.  
 

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA  
 
 Ya, terima kasih, izin, Pak Ketua. Saudara Pemohon, karena ini 

kan tidak dipisahkan, ya, apanya … pengujian formil dan pengujian 
materiil dan ini masih transisi sebetulnya. Kemarin itu kita mencoba 
karena di Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak sekali yang menguji 
formal, makanya kita coba kan, putusan Mahkamah Konstitusi yang 
terakhir itu. Nah, mungkin itu akan berlaku penuh setelah pendaftaran 
pascaputusan Mahkamah Konstitusi.  

Jadi, tolong dipahami kondisi ini apalagi kita menganggap jumlah 
permohonan untuk pengujian Undang-Undang MK itu kan tidak sebanyak 
di pengujian Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, ini kondisi transisi 
sebetulnya yang kami lakukan kemarin ke Undang-Undang Cipta Kerja. 
Kalau dibaca Putusan Mahkamah Konstitusi yang Nomor 79 itu 
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sebetulnya kan ada beberapa kondisi yang tidak terpenuhi untuk 
dipisahkan. Tetapi kami mencobakan … apa namanya … semangat yang 
ada di situ untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di sini kami 
menyepakati tidak melakukan seperti itu karena ini kan jauh lebih 
sederhana Permohonannya dibandingkan Undang-Undang Cipta Kerja 
begitu, Pemohon.  

 
13. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: RADEN 

VIOLLA REININDA HAFIDZ 
 
 Kami ingin konfirmasi sekali lagi, Yang Mulia, sebab di undangan 

kami sebelumnya dinyatakan bahwa pemeriksaan akan difokuskan pada 
pengujian formil terlebih dahulu. Apakah akan tetap berlaku demikian 
atau bagaimana, Yang Mulia?  

 
14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA  

 
 Nanti pertanyaan Saudara akan kita apa … akan kita bahas, ya. 

Nah, terkait dengan pertanyaan ini lalu bagaimana menghitung harinya 
sesuai dengan apa … dengan undang-undang … apa namanya … 
Undang-Undang Ciptaker kemarin. Kita akan hitung harinya pada hari … 
jadi, kalau mau menghitung 60 harinya terhitung sejak pemerintah atau 
DPR menyampaikan keterangannya, dihitungnya 60 harinya dari sana. 
Tapi tolong dipahami ini kondisi transisi, ya, kondisi transisi karena ada 
beberapa kondisi yang disebut dalam Putusan Nomor 79 itu sebetulnya 
sudah terlewati sendiri, begitu. Jadi, dalam kondisi transisi ini memang 
ada beberapa hal yang mungkin tidak ideal dilakukan oleh Mahkamah, 
tapi semangat kami tetap pada semangat yang ada dalam putusan 
Mahkamah Konstitusi dimaksud. Terima kasih, Pak Ketua.  

 
15. KETUA: ANWAR USMAN 

 
  Ya, sudah jelas, ya, Pemohon? Dan nanti kami akan tindaklanjuti 

lagi dalam rapat nanti. Dan apa yang disampaikan oleh Pemohon akan 
dicatat dalam Berita Acara Sidang. Cukup, ya? Sudah jelas, ya, 
Pemohon?  

 
16. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: RADEN 

VIOLLA REININDA HAFIDZ 
 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia. 
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17. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Baik. Saya ulangi lagi, sidang ditunda hari Selasa, 6 Juli 2021, 
pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan 
Keterangan Presiden.  

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.  
 
 
 
 

 
Jakarta, 15 Juni 2021 
Panitera 

 
        
       ttd. 
 

 Muhidin               
 NIP. 19610818 198302 1 001 

 
 
 
 
 

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.16 WIB 
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Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan 
silakan mendengarkan  rekaman suara aslinya ( https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16 ). 

 
 


